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KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Luwuk—telah menetapkan tiga
tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kabupaten Banggai. Bahkan, Kejari Luwuk
segera menggiring tiga tersangka ke pengadilan Tipikor di Palu,
untuk menjalani sidang terkait pertanggungjawab dana sebesar
Rp128 juta. ‘ ,

Penetapan tiga tersangka kasus dugaan korupsi di Dinas Tenaga
Kerja Kabupaten Banggai, karena terjadi dua kali pembayaran
pada kegiatan yang sama. Akibatnya, negara mengalami
kerugikan Rp128 juta lebih atas perbuatan tiga tersangka yang
diduga melakukan persekongkolan dalam melakukan korupsi.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Luwuk, M Syarifuddin, SH,
MH, Rabu (11/1) kemarin, mengatakan, pihaknya pekan ini
segera menyeret pelaku korupsi ke pengadilan Tipikor untuk
mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tiga pelakunya adalah
Asrul, staf pegawai di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Banggai. e '

Sedangkan dua tersangka lainnya adalah Usman dan Marma.
Mereka adalah pegawai di Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Banggai, yang
menangani dan memproses pengajuan pembayaran terhadap pro-
gram kegiatan di setiap instansi. Mereka berdua yang mengelola
dan memverifikasi semua data untuk dibayarkan. .

Padahal kata Kajari, program kegiatan yang diajukan oleh Asrul
itu, pernah diajukan dan dibayarkan sebelumnya. Namun, pro-
gram kegiatan itu diajgkan lagi oleh Asrul, sehingga terjadi dua
kali pembayaran padd program kegiatan yang sama. Itu berarti,
ada sebuah kegiatan yang dibayarkan double (dua kali dibayar).

Dikatakan, pembayaran double pada sebuah kegiatan dan tahun
anggaran yang sama adalah sebuah pelanggaran yang tidak bisa
ditelorir. Itu merupakan sebuah pelanggaran tindakan pidana
korupsi yang harus dip roses sesuai hukum yang berlaku. Dan
hasil penyelidikan menyebutkan, ada indikasi korupsi yang
merugikan negara. 3 '

Pelanggaran ini sebenarnya tidak terjadi kalau dua pegawai
DPPKAD tidak meloloskan usulan pembayaran program
kegiatan kedua kali yang diajukan oleh Asrul. Namun, kedua
tersangka lainnya yang bertugas memverifikasi data meloloskan
dokumen pembayarannya, sehingga terjadi dua pembayaran
dalam program kegiatan yang sama.

Dengan demikian kata dia, perbuatan yang dilakukan Asrul
diamini oleh Marma dan Usman, yang kemudian menyeret kedua
pegawai DPPKAD Kabupaten Banggai sebagai tersafigka dalam
kasus tersebut. “Kita tunggu saja proses di pengadilan Tipikor
nanti,” jelasnya.(rd) ‘ e










